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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Hakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

. IT KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

EBAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal i1
Dalam Persturan Daeranh ini yang dimaksud
dengan :

1 3 - 1

a. [Daerah adalah Kabupaten Daerah
I1 Kebumen ;
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b. Femerintah Daerah adalah Femerintah Ka-
bupraten laerah Tingkat II Kebumen ;

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-

‘ rala Daerah Tingkat I1 Kebumen ;

d. Kantor Fembangunan Masyvarakat Desa ada-
lah Kantor Fembangunan Masyarakat Desa

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Kepala Kantor FPembangunan Masyarakat -
Desa adalah Kepala Kantor FPembangunan
Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ;



Desa adalah suatu wilayah di Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kebumen yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyara-
kat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah Camat, yang
berhak menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia ;

Kelurahan adalah suatu wilayah di Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen yang ditempati
oleh sejumlah penduduk yang mempunyai orga-
nisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah Camat, yang tidak berhak menyelengga-
rakan rumah tangganya sendiri;

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah -
Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di
Desa dan di Kelurahan.

Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II1 Kebumen.

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah -

unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
Kepala Daerah dan dibina secara teknis
fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 3 . ...<:%4-



Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengembangan Desa,
Pembinaan ketahanan masyarakat Desa, usaha
ekonomi Desa, Sumber daya Desa dan pemukiman
Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan
program, penyusunan bahan pertimbangan pem-
berian perijinan dan pembinaan teknis di
bidang pembangunan masyarakat Desa ;

b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk De-
sa dan pembinaan partisipasi masyarakat
dalam pengembangan prakarsa dan swadaya
gotong-royong masyarakat dalam kegiatan
pembangunan masyarakat Desa ;

c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang -
Pembangunan Masyarakat Desa ;

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Kantor -
Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB I1I
ORGANIGSASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi



»

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
ditetapkan Pola Maksimal.

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Ma -
syarakat Desa terdiri dari :

Kepala Kantor ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pengembangan Desa ;

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;

Seksi Usaha Ekonomi Desa ;

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman De-
sa ;

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Gu -
na ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

HO QL0 O®

0

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi seba-
gaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ma-
sing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
yvang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Kantor.

Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masya -
rakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal T

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok



dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyail tugas mengkoor—
dinasikan penyusunan rencana dan Peraturan
perundang-undangan, melaksanakan urusan kese-
kretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelo—
la urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan
ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan
data dan menyusun laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pa-

sal B Peraturan Daerah ini, ©Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

" a. Koordinasi penyusunan rencana dan program di
bidang pembangunan masyarakat Desa dan
penyusunan laporan ;

b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan -
Perundang-undangan di bidang Pembangunan

Masyarakat Desa ;

c. Pemantauan, penelitian, pengumpulan dan ana-
lisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

e. Pengelolaan urusan keuangan ;

f. Pelaksanaan ........



My

. Pelaksanaan urusan rumah tangga
g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Xantor -
Pembangunan Masyarakat Desa.
Pazal 10
(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
. Urusan Perencanaan
. Urusan Kepegawalan

. Urusan Keuangan ;
. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

s an

QO om

{2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini. masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di hawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Urusan perencanaan mempunyal tugas menyusun
rencana dan program, pengumpulan data, pe-
mantauan, pelaporan, serta menyiapkan
naskah Pera*u”ar Perundang-undangan dan
dokumentasi

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksa-
nalkan urusan kKepegawalan yang meliputi
mempersiapkan bahan perencanaan dan pengem-
bangan pegawai, mutasi, disiplin dan kese-
jahteraan Eegawai.

(9]
"

ot?
ot

r : gan mempunyai tugas menyusun -
rencana anggaran - pembilayaan, pengelolaan

keuvangan .-....-..-



keuangan dan memberikan bimbingan tek
pelaksanaan anggaran.

(4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempu -
i sanakan urusan perlengka-
am, pemelinharasan barang-
s dan urusan perjalanan

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Desa

€

Pasal 12

Sexsi Pengembangan Tliesa mempunyai tugas melak-

rakan pengembangan Desa yang meliputi penda-—
taan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah
kerja pembangunan dan tata Dlesa serta pengem-
bangan kawasan terpadu.

ot

)

asal 13

ntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

Tasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengemba-

4
ngan Desa mempunyail fungsi :

a. Pengumpulan data, analisa data dan evaluasi
program-program pembangunan yang masuk Desa;

. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan Lomba -
Desa ;

c. Penyusunan rencana dan program rengembangan
menejemen pembangunan masyarakat Desa ;

d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis pe -

neraran ....-....



D

b

(1)

s 11 -

nerapan Pola Tata Desa serta memantau dan
mengevaluasi tingkat perkembangan Desa ;

Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan -
bimbingan teknis pelaksanaan program Pengem-—
bangan Kawasan Terpadu ;

Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan -
teknis pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu.

Pasal 14
Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

a. Sub Seksi Pendataan. Evaluasi dan Lomba
Desa ;

h. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Fembangunan
dan Tata Desa ;

c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud -

at (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin
cleh seorang kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala ©GSeksi
Fengembangan lesa.

Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba De-
sa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
menganalisa dan mengevaluasi data tingkat
perkembangan Desa serta mempersiapkan pe-
tunjuk teknis dan melakukan bimbingan pe-
laksanaan perlombaan Desa.
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(2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan
Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan
petunjuk operasional dan memberikan bimbi-
ngan teknis pengembangan sistim perencanaan
pembangunan Desa dan kecamatan, pembinaan
potensi sumber daya manusia serta menyusun
petunjuk dan memberikan bimbingan teknis
Pola Tata Desa yang meliputi Tata Ruang
Desa dan Tata Masyarakat Desa.

(3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mem-
punyai tugas melaksanakan studi dan penyu-
sunan program, pembinaan teknis Desa
miskin, perbatasan, terisolir, kritis mi-
nus, padat penduduk, terbelakang dan rawan
bencana alam melalui program pengembangan
kawasan terpadu.

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa
Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas
melaksanakan kebijaksanaan di bidang Ketahanan
Masyarakat Desa yang meliputi peningkatan pe-
ranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan
keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan
Masyarakat Desa mempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyu-



(1)

(2)

o= 13 -

sunan program peningkatan peranan kelemba-
gaan masyarakat Desa ;

Pemberian bimbingan teknis dan motivasi ter-
hadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lain-
nya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan
kesejahteraan keluarga dan pengembangan
perpustakaan Desa ;

Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan -
keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Ma-
syarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Ke-
luarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa
lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta
peningkatan peranan wanita dan generasi
muda.

Pasal 18

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri da-
b s Ll

a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembaga-
an Masyarakat Desa ;

b. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan dan -
Bimbingan Motivasi Masyarakat ;

c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Ke -
luarga.

Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala ©Seksi
Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19 ........



Pasal 19

(1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan -
Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiap-
kan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam
rangka keterpaduan, keserasian dan keber-
hasilan pembangunan Desa.

(2) Sub Seksi Peningkatan Keterampilaan dan -
Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai
tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksa-
naan usaha peningkatan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat serta melaksanakan
penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan
dan motivasi dalam rangka meningkatkan
kesadaran dan tanggung Jjawab masyarakat
dalam pembangunan dan pengembangan perpus-
takaan Desa serta pegembangan swadaya
masyarakat dalam pembangunan.

(3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluar-
ga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha
peningkatan kesejahteraan keluarga serta
peningkatan peranan wanita dan generasi
muda.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Ekonomi Desa
Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas
melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi
bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan,
tenaga kerja dan sektor informal.

Pagal 21 . cie oo
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Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha
Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis
pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pem-
bangunan ;

Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan
pengembangan perkreditan Desa, Lumbung Desa
dan Tabungan Masyarakat Desa ;

Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan
produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja;

Pemberian bimbingan dalam rangka pengembang-
an tenaga kerja pedesaan ;

Penyusunan program, pedoman dan petunjuk -
pelaksanaan pengembangan sektor informal
serta peningkatan peranan dan fungsi Badan
Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa
dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan dalam
rangka memasyarakatkan dan melindungi citra
perkoperasian.

Pasal 22

(1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :

a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;

b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;

c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Infor-
mal. :
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(2) Sub-Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala OSeksi
Usaha Ekonomi Desa.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tu-
gas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk
teknis pelaksanaan dan mempersiapkan lapor-
an pelaksanaan bantuan pembangunan.

(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempu -
nyai tugas melakukan pembinaan dalam rang-
ka menumbuhkan dan mengembangkan usaha
ekonomi Desa, perkreditan Desa termasuk
industri rumah tangga, Lumbung Desa dan
Tabungan Masyarakat Desa.

(3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal
mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis
dan memberikan bimbingan pengembangan
tenaga kerja serta melaksanakan dan menyu-
sun bahan bimbingan dalam rangka menumbuh-
kan kewiraswastaan untuk menciptakan pen-
gembangan kualitas dan kuantitas sektor
informal dalam memanfaatkan sumber daya
manusia dan sumber daya alam.

Bagian Ketujuh
Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa
Pasal 24

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa
mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya
Desa dan pemukiman Desa meliputi perumahan dan

lingkungan ........
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lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa
serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Da-
yva Desa dan Pemukiman Desa mempunyail fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masya -
rakat Desa dalam rangka pemanfaatan dan
pelestarian sumber daya Desa ;

b. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka -
pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber
daya Desa ;

c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan
peningkatan mutu perumahan ;

" d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun -
program pengembangan prasarana Desa ;

e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data -
dalam rangka penyusunan program pengembangan
pemukiman dan lingkungan vyang sehat dan
serasi.

Pasal 26

(1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa -
terdiri dari

a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa;
b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.
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Propinsi Daerah Tingkat I dan saran pertimba-
ngan dari Bupati Kepala Daerah, sedangkan peja-
bat lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan
Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibe-
bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut
pada Pasal 40 Peraturan Daerah 1ini, kepada
Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat dibe-
rikan bantuan sesuai Peraturan Perundang-unda-
ngan yang berlaku.

BAB VII ,
KETENTUAN LAIN-LAIN



DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
11 KEBUMEN TINGKAT II EEBUMEN
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IT.

PENJELAGSAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 1995
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN

MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi
Daerah Tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya Daerah
Tingkat II maka Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan
Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya dinya-
takan tidak berlaku lagi.

Bahwa sebagai realisasi Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993,
maka dalam rangka peningkatan kelancaran penyeleng-
garaan Pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya
guna dan berhasil guna dan peningkatan koordinasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
dipandang perlu untuk mengatur kembali Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peratu-
ran Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 44 : cukup Jjelas.
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